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ABSTRAK

Sejalan dengan gencarnya sorotan pertanggungjwaban pengelolaan keuangan negara kepada stake holder dan terbentuknya good corporate governance, maka penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsi dan mengevaluasi implementasi sistem akuntansi pertanggungjawaban pada Program Diploma III Wates UNY. Melalui evaluasi ini diharapkan diperoleh potret praktik sistem akuntansi pertanggungjawaban pada Program Dilpoma III Wates UNY.  Penelitian ini dibatasi pada pertanggungjawaban finansial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem akuntansi pertanggungjawaban pada Program Dilpoma III Wates UNY. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan ex post facto, karena penelitian ini hanya mengungkapkan fakta saja tanpa ada manipulasi variabel atau menciptakan kondisi tertentu. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi. Subjek penelitian adalah para ketua program studi, pengelola harian Program Diploma III Wates, Ketua Laboratorium, Kasubbag Dana Masyarakat, dan Kasubbag Hukum. Untuk menganalis data yang dikumpulkan digunakan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan menjadi lima yaitu 1) Pengelola Program D III Wates sudah menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku secara koordinatif, namun dalam praktiknya baru melibatkan pihak-pihak yang sangat terbatas. 2) Pengelola Program Diploma III Wates UNY sudah melaksanakan anggaran, walaupun masih dalam bentuk kepanitiaan yang sangat sederhana dan tidak baku. 3) Pengelola D III Wates masih belum memberikan laporan pertanggungjawaban kepada para stake holder selain atasan. 4) Akuntabilitas, profesionalitas, proporsional, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan D III Wates, dan ada tim pemeriksa internal maupun eksternal masih belum dipraktikan secara totalitas yang dapat berdampak tidak baik bagi kontinuitas kehidupan lembaga. 5) Manajemen  D III Wates belum memiliki struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional dan deskripsi jabatan masing-masing unit secara tegas.  

Kata kunci : Akuntansi Pertanggungjawaban, Program D III Wates


Sukirno adalah staf pengajar pada Jurusan Pendidikan Akuntansi FIS UNY.

A. Pendahuluan


Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang dapat digunakan sebagai sarana perencanaan dan pengendalian manajemen dari tiap-tiap kegiatan pusat pertanggungjawaban. Mengingat pentingnya pengendalian manajemen dalam kegiatan operasi  lembaga, maka akuntansi pertanggung-jawaban menawarkan suatu bentuk pengendalian atas bagian atau cabang yang tidak bisa diawasi secara langsung oleh manajer puncak. Sistem akuntansi pertanggung-jawaban merupakan bagian dari informasi yang disediakan bagi para manajer, dimana tiap-tiap pusat pertanggungjawaban harus selalu melaporkan semua aktivitas yang dilakukan baik mengenai perkembangan-perkembangan usaha maupun masalah-masalah yang dihadapinya. Dari laporan tersebut kemudian dilakukan pengukuran dan perbaikan dengan maksud untuk memastikan apakah tujuan lembaga serta rencana yang telah ditetapkan sudah dijalankan dengan baik atau belum.


Sejalan dengan gencarnya sorotan pertanggungjwaban pengelolaan keuangan negara kepada stake holder dan terbentuknya good corporate governance, maka penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsi dan mengevaluasi implementasi sistem akuntansi pertanggungjawaban pada Program Dilpoma III Wates UNY. Melalui evaluasi ini diharapkan diperoleh potret praktik sistem akuntansi pertanggungjawaban pada Program Dilpoma III Wates UNY. Berdasarkan gambaran praktik tersebut, selanjutnya dikaji secara rinci dan hati-hati untuk dapat memberi masukan yang berguna bagi penyempurnaan system akuntansi pertanggungjawaban Diploma III yang lebih lebih baik.

B. Kajian Teori

1. Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai governance atau cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank menerjemahkan governance sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development society”. Sedangkan menurut United Nation Development Program (UNDP) yang dimaksud dengan governance adalah “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”.


Menurut Accounting Association dan Glynn yang dikutip oleh Mardiasmo (2002 : 14)  disebutkan bahwa tujuan akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan fungsi pengendalian manajemen.

b. Memberikan informasi yang memungkinkan manajer melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnyam dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.

b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.

c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.

d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran.

e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Orientasi pembangunan sektor publik adalah terciptanya good governance, yang oleh UNDP karakteristik good governance adalah sebagai berikut :

a. Participation, ada keterlibatan masyarakata baik secara langsung maupu tidak langsung dalam pembuatan kebijakan.

b. Rule of law, yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

c. Transparancy, yaitu setiap pribadi mendapat hak yang sama untuk memperoleh informasi. 

d. Responsiveness, yaitu harus memberikan layanan publik secara cepat dan tanggap  dalam melayani stake holder.
e. Consensus orientation, yaitu berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas.

f. Efficiency and Effectiveness, yaitu pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.

g. Equality, yaitu setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan

h. Accountibility, yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas harus dilakukan secara terbuka.

i. Stratecgic vision, yaitu penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi yang jauh ke depan.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok organisasi (Mulyadi, 1997 : 167). Setiap organisasi memiliki unsur orang. Manajemen mencapai tujuan dengan mempekerjakan orang. Untuk mencapai tujuan tersebut dibentuk struktur organsiasi yang mengakibatkan lahirnya desentralissi pertanggungjawaban manajemen (Garrison, 1991 : 6).  Desentralisasi merupakan akar lahirnya akuntansi pertanggungjawaban. Semakin besar delegasi wewenang yang diberikan atasan kepada bawahan berarti semakin besar pula desentralisasi yang ada.

Struktur organisasi memberikan gambaran tentang bagaimana pertanggung-jawaban dalam mencapai tujuan dibagi-bagi  kepada para manajer dan alur pelaporan dan komunikasi secara formal. Dalam suatu organisasi mustahil seorang manajer dapat menyelesaikan pekerjaan tanpa bantuan orang lain. Oleh akrena itu dibutuhkan desentralisasi. Desentralisasi berarti pendelegasian wewenang untuk mengambil keputusan pada setiap pimpinan puncak setiap unit organisasi (depertemen) sesuai dengan wilayah pertanggungjawabannya.

Struktur organsiasi menggambarkan pula posisi lini dan staf. Posisi lini adalah posisi yang memiliki kaitan langsung  dengan upaya mencapai tujuan organisasi, sedangkan posisi staf memiliki fungsi secara tidak langsung membantu manajemen dalam mencapai tujuan organsiasi. Manajer penjualan diklasifikasi ke dalam posisi lini, sedangkan manajer akuntansi dan SIA serta manajer pmbelian digolongkan ke dalam posisi staf. 

Secara kelembagaan, struktur organisasi sektor publik berbeda dengan sturktur organisasi swktor swasta. Struktur organisasi sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hirarkis, sedangkan sruktur organisasi sektor swasta cenderung lebih fleksibel. Struktur organisasi sektor swasta cenderung berbentuk pyramid, datar, dan lintas fungsional. Tipologi kepemimpinan dan kebijakan politik akan sangat mempengaruhi struktur birokrasi organisasi sektor publik. Sektor publik memiliki fungsi yang lebih kompleks dibandingkan dengan sektor swasta, sehingga struktur organisasi sektor publik menjadi lebih rumit (Mardiasmo, 2002 : 10). 

3. Akuntansi Pertanggungjawaban

The basic idea of responsibility accounting is that each manager’s performance should be judged by how well he or she manages those items directly under his or her control (Garrison, 1991 : 307). Berdasarkan ide dasar tersebut maka kinerja seorang manajer dapat diukur apabila kos dan penghasilan organisasi diklasifikasikan sesuai dengan unit organisasi atau departemen yang mengendalikan. Lebih jauh setiap manajer atau kepala departemen ditugaskan untuk menyusun badget (self imposed budget or participatve budget) dan mempertanggungjawabkan variasi atau setiap perbedaan realiasi dari anggaran pada departemen masing-masing. Sehingga akuntansi pertanggungjawaban lebih memandang kos dari sudut pandang personal (personal control) daripada sudut pandang institusional (institutional control).

Sebagaimana disebutkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Kerangka Konseptual, bahwa laporan pertanggungjawaban setiap entitas dimaksudkan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antargenerasi. Akuntabilitas mengandung arti bahwa pengelola harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Manajemen profesionalitas berarti bahwa pengelola D III Wates harus mampu mambantu pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaanm pengelolaan, dan pengendalian seluruh assets, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Sedangkan trasnparansi adalah pengelola harus memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh terhadap pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan. Keseimbangan antargenerasi artinya pengelola harus membantu para pengguna dalam mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Akuntansi pertanggungjawaban dapat berjalan secara efektif apabila struktur organisasi berbentuk desentralisasi. Pada struktur organsiasi desentralisasi, pembuatan keputusan tidak dipusatkan pada manajer puncak namun disebar pada semua level manajer dalam organisasi. 

Ada tiga premis dasar yang menjadi fondasi dari akuntansi pertanggungjawaban. Premis pertama adalah bahwa kos berkaitan erat dengan tingkat pertanggungajawaban manajemen. Premis kedua adalah bahwa kos yang dibebankan kepada suatu level manajemen bersifat dapat dikendalikan oleh level manajemen yang terkait. Premis ketiga adalah bahwa anggaran dipergunakan sebagai basis untuk mengukur efektivitas kinerja aktual (Garrison, 1991 : 307).

Dalam sruktur organisasi desentralisasi, sistem akuntansi pertanggungjawaban dipilah menjadi empat pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat kos, pusat penghasilan, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat penghasilan adalah bagian yang bertanggungjawab  mengendalikan terjadinya penghasilan. Pusat kos adalah bagian yang menjadi pusat pertanggungjawaban yang mengendalikan terjadinya kos. Sebaliknya, pusat laba adalah bagian yang memiliki tanggungjawab mengendalikan terjandinya kos dan penghasilan. Sedangkan pusat investasi adalah bagian yang ada dalam organisasi yang memiliki tanggungjawab mengendalikan terjadinya kos, penghasilan, laba, serta penggunaan dana investasi.

Masing-masing pusat pertanggungjawaban memiliki perbedaan penilaian kinerja. Pusat penghasilan dinilai dengan menggunakan analisis selisih rencana penghasilan dan realisasi. Pusat kos dinilai dengan menggunakan analisis selisih  kos standar dengan kos realisasi. Pusat laba dinilai dengan menganalisis laporan rugi laba yang mempertemukan penghasilan dan kos. Sedangkan pusat incestasi dinilai dengan mengukur rencana proceed (arus kas masuk) dibandingkan dengan outlays (pengorbanan).

Untuk mencapai tujuan, organisasi dibagi menjadi departemen-departemen dan unit-unit organisasi yang melaksanakan kegiatan organisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan akuntansi yang didasarkan atas struktur organisasi yang terdiri dari pusat-pusat pertanggungjawaban. Terdapat seseorang atau sekelompok orang yang bertanggungjawab terhadap pendapatan dan biaya yang terjadi di pusat pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban menyediakan sarana evaluasi pelaksanaan anggaran melalui system pelaporan berjenjang sampai pada tingkat manajemen puncak. Pusat pertanggungjawaban adalah bagian atau unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab terhadap unit yang dipimpinnya.


Peran informasi pertanggungjawaban di dalam penyusunan anggaran menjadi titik sentral. Hal ini disebabkan informasi akuntansi pertanggungjawaban dapat berupa informasi historis dan dapat pula berupa informasi masa yang akan datang. Informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran. Sedangkan informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi masa lalu bermanfaat sebagai penilai prestasi manajer dan pemotivasi manajer.
C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan ex post facto, karena penelitian ini hanya mengungkapkan fakta saja tanpa ada manipulasi variabel atau menciptakan kondisi tertentu. Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, karena penelitian ini bertujuan menggambarkan dan mengevaluasi data yaitu dengan cara mengumpulkan dan menjelaskan secara deskriptif tentang fakta-fakta yang bersangkutan. Data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan landasan teori dan peraturan yang ada.

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi. Pihak-pihak yang dijadikan subjek penelitian adalah para ketua program studi, pengelola harian Program Diploma III Wates, Ketua Laboratorium, Kasubbag Dana Masyarakat, dan Kasubbag Hukum. Untuk menganalis data yang dikumpulkan digunakan metode analisis deskriptif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan dokumentasi, observasi, dan wawancara diperoleh data yang berhubungan dengan unsur-unsur sistem akuntansi pertanggungjawaban pada Program Diploma III Wates sebagai berikut.

1. Penyusunan rencana kerja tahunan dan anggaran Program Diploma III Wates 

Pengelola Program D III Wates sudah menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku secara koordinatif, namun dalam praktiknya baru melibatkan pihak-pihak yang sangat terbatas. Pola penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Program D III Wates belum diselenggarakan secara transparan dan agak berbeda dengan pola penyusunan rencana kerja dan anggaran yang ada di kantor pusat UNY dan fakultas (FIS). Pada kantor pusat UNY dan FIS misalnya, penyusunan rencana kerja dan anggaran melibatkan pimpinan lembaga atau unit terkait dalam kegiatan Rapat Kerja Universitas (RKU) dan Rapat Kerja Fakultas (RKF). 

Pengelola Program D III Wates sudah menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku secara koordinatif, namun dalam praktiknya baru melibatkan pihak-pihak yang sangat terbatas. Pola penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Program D III Wates belum diselenggarakan secara transparan dan agak berbeda dengan pola penyusunan rencana kerja dan anggaran yang ada di kantor pusat UNY dan fakultas (FIS). Pada kantor pusat UNY dan FIS misalnya, penyusunan rencana kerja dan anggaran melibatkan pimpinan lembaga atau unit terkait dalam kegiatan Rapat Kerja Universitas (RKU) dan Rapat Kerja Fakultas (RKF). Melalui penyusunan rencana kerja dan anggaran secara partisipatif akan menimbulkan sinergi antarunit yang lebih baik. Di samping itu melalui proses penyusunan rencana kerja dan anggaran yang partisipatif akan meningkatkan sense of belonging bawahan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja lembaga.

2. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Program Diploma III Wates



Pengelola Program Diploma III Wates UNY sudah melaksanakan anggaran, walaupun masih dalam bentuk kepanitiaan yang sangat sederhana dan tidak baku. Misalnya dalam pengadaan ATK dan fasilitas belajar mengajar, pengadaan alat kantor, pembangunan gedung dan laboraturium belum dibentuk panitia pengadaan dan pemeliharaan secara terbuka dengan melibatkan unit-unit pengguna (user) maupun unit lain yang terkait. 



Pengelola Program Diploma III Wates UNY sudah melaksanakan anggaran, walaupun masih dalam bentuk kepanitiaan yang sangat sederhana dan tidak baku. Misalnya dalam pengadaan ATK dan fasilitas belajar mengajar, pengadaan alat kantor, pembangunan gedung dan laboraturium belum dibentuk panitia pengadaan dan pemeliharaan secara terbuka dengan melibatkan unit-unit pengguna (user) maupun unit lain yang terkait. Proses pelaksanaan anggaran dan rencana kerja yang tidak melibatkan unsur terkait dapat menimbulkan rasa curiga. Persaan  itu akan memancing tanda tanya orang tentang pengelolaan dana milik negara oleh pengelola. Biasanya, kebiasaan model pengelolaan yang buruk demikian akan mengakibatkan rasa kebencian dan keirian yang dapat menggiring orang untuk berbuat destruktif terhadap kebijakan yang disusun oleh pengelola D III Wates.

3. Pertanggungjawaban pelaksanaan rencana kerja dan atau anggaran 



Secara umum dapat disimpulkan bawha pengelola Program D III Wates UNY telah pertanggungjawaban seluruh dana yang sudah digunakan kepada atasan sudah sesuai dengan mekanisme.  Namun demikian, pengelola D III Wates masih belum memberikan laporan pertanggungjawaban kepada para stake holder selain atasan (pemerintah, mahasiswa, masyarakat, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi atau pinjaman, wakil rakyat, lembaga pengawas atau lembaga pemeriksa).

Program D III Wates bukanlah milik perorangan atau lembaga, namun milik banyak orang dan negara (rakyat), oleh karena itu model pertanggungjawaban kepada pihak tertentu saja dapat mengakibatkan munculnya produk kebijakan berpihak yang tidak proporsional dan profesional. Lebih jauh model pertanggungjawaban demikian rentan terhadap timbulnya kolusi dan korupsi.

4.
Akuntabilitas, profesionalitas, proporsional, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan D III Wates, dan ada tim pemeriksa internal maupun eksternal.

Akuntabilitas mengandung arti bahwa pengelola D III Wates harus memper-tanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Dalam aspek ini, sebagaimana pula sudah dijelaskan di muka bahwa pengelola D III Wates sudah melakukan pertanggungjawaban walaupun masih kepada kalangan terbatas.

Dari segi profesionalitas manajemen, pengelola D III Wates masih belum sepenuhnya mampu mambantu para pengguna informasi keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian seluruh assets, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Sedangkan dari sisi keterbukaan atau transparansi, pengelola D III Wates belum sepenuhnya memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada para stake holder.  Mereka (stake holder) itulah sesungguhnya pihak yang memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh terhadap pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan. 

Dari segi proporsional atau keseimbangan, pengelola D III Wates harus membantu para pengguna laporan dalam mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran dan dialokasikan secara adil.  Selain itu, pengelola D III wates harus memberikan laporan pula apakah generasi yang akan datang akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Berdasarkan data yang masuk, aspek proporsional ini  masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para pengelola D III Wates.

Akhirnya, pengelola D III Wates masih belum memiliki tim pemeriksa internal D III Wates, yang bertugas mencari informasi kelemahan aplikasi pengelolaan keuangan yang ada dan merancang model pengelolaan keuangan yang lebih baik. Tim pemeriksa yang sudah dibentuk dan ada secara formal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah melalui lembaga yang sudah ditunjuk.

Akuntabilitas, profesionalitas manajemen, keterbukaan atau transparansi, proporsional atau keseimbangan, sertatim pemeriksa internal dan eksternal pada program D III Wates adalah unsur-unsur yang sangat baik yang dapat mendukung iklim organisasi untuk tetap survive dan berkembang. Ketidaklengkapan unsur tersebut mengakibatkan organisasi berjalan pincang dan mengarahkan pada proses kebangkrutan. Tidakkah pengelola mengambil pelajaran dari semakin susutnya jumlah pendaftar (sekretari tidak memperoleh mahasiswa), manakala pengelola sudah mempromosikan program kemana-mana. Berdasar informasi dari mantan pengurus HIMA D III Wates, dijelaskan bahwa pihak pengelola D III Wates belum menggeser saluran komunikasi pengelolaan keuangan secara terbuka dan proporsional kepada pihak-pihak yang terkait.

Akuntabilitas, profesionalitas manajemen, keterbukaan atau transparansi, proporsional atau keseimbangan, sertatim pemeriksa internal dan eksternal adalah salah satu jalan penerang bagi lembaga D III untuk merangkak naik dari keterpurukan lembaga D III yang sudah di depan mata. 

5. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional masing-masing bagian secara jelas dan tegas di lingkungan Program D III Wates 

Setiap unit yang ada dalam struktur organisasi UNY tersebut di atas dijelaskan secara eksplisit deskripsi jabatan masing-masing. Namun demikian, berdasarkan observasi, wawancara, dan pelacakan dokumen selama melakukan penelitian di Program Diploma III Wates, diperoleh temuan bahwa dalam pengelolaan Program, pihak manajemen belum memiliki struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional dan deskripsi jabatan masing-masing unit secara tegas. Lebih jauh, dalam struktur organisasi UNY, belum terdapat pula posisi secara eksplisit pengelola D III UNY apakah sejajar dengan rektor, dekan, kepala UPP, ataukah sejajar dengan kepala bagian / subbag.

Ketidakjelasan struktur tersebut mengakibatkan pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja menjadi membingungkan. Ketidakjelasan deskripsi tugas, mengakibatkan seseorang bingung apa yang akan dikerjakan dan yang harus dipertanggjawabkan. Misalnya Diploma III Wates UNY karena posisinya berbeda dengan D III FT yang pertanggungjawaban pengelolaan ke fakultas sedangkan D III Wates harus memiliki beberapa atasan yaitu fakultas dan rektorat. Jelas baik secara finansial maupun struktural akan mendua pertanggungjawaban yang dilakukan pengelola D III Wates UNY.

E. Penutup

1. Simpulan

a. Pengelola Program D III Wates sudah menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku secara koordinatif, namun dalam praktiknya baru melibatkan pihak-pihak yang sangat terbatas. 

b. Pengelola Program Diploma III Wates UNY sudah melaksanakan anggaran, walaupun masih dalam bentuk kepanitiaan yang sangat sederhana dan tidak baku. 

c. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengelola Program D III Wates UNY telah pertanggungjawaban seluruh dana yang sudah digunakan kepada atasan sudah sesuai dengan mekanisme.  Namun, pengelola D III Wates masih belum memberikan laporan pertanggungjawaban kepada para stake holder selain atasan (pemerintah, mahasiswa, masyarakat, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi atau pinjaman, wakil rakyat, lembaga pengawas atau lembaga pemeriksa). 

d. Akuntabilitas, profesionalitas, proporsional, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan D III Wates, dan ada tim pemeriksa internal maupun eksternal masih belum dipraktikan secara totalitas yang dapat berdampak tidak baikk bagi kontinuitas kehidupan lembaga.

b. Manajemen  D III Wates belum memiliki struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional dan deskripsi jabatan masing-masing unit secara tegas. Lebih jauh, dalam struktur organisasi UNY, belum terdapat pula posisi secara eksplisit pengelola D III UNY apakah sejajar dengan rektor, dekan, kepala UPP, ataukah sejajar dengan kepala bagian / subbag.  

2. Saran

a. Untuk meningkatkan sense of belonging anggota sebaiknya pihak pengelola D III Wates menggunakan pola penyusunan perencanaan/penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang partisipatif.

b. Pengelola D III perlu membuat tim pemeriksa internal yang bertugas memberikan masukan terhadap sistem layanan yang berlaku. Tim pemeriksa itu dapat dibentuk sebagai tim ad hoc sekiranya dana pendukung tidak mencukupi untuk membiayai kerja tim pemeriksa secara terus menerus.

c. Pihak pengelola sebaiknya segera menyusun struktur organisasi untuk program D III Wates. Selanjutnya dari struktur organisasi yang dibentuk, pengelola menyusun job description setiap unit dan pihak yang terkait secara tegas dan jelas, agar masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan D III Wates memahami batas-batas wilayah kerja dan tanggungjawabnya.

d. Pihak pengelola UNY pusat perlu merevisi struktur organisasi yang telah ada disesuaikan dengan perkembangan unit terbaru. Munculnya jurusan/prodi baru, perubahan bidang keahlian khusus ke prodi, atau prodi ke jurusan, serta program D III Wates, sangat mendesak bagi pusat UNY untuk menetapkan posisi dan deskripsi wewenang dan tanggungjawab setiap unit yang baru tersebut secara tegas. Hal itu dimaksudkan agar tidak menimbulkan kebingungan  unit pelaksana pada tataran bawah. Ketidakjelasan struktur organisasi menimbulkan munculnya dualisme atasan dan pertanggungjawaban, sehingga gerak unit organisasi menjadi lamban.

e. Aspek-aspek penting lain yang sebaiknya diterapkan dalam akuntansi pertanggungjawaban pengelolaan Program Diploma III Wates UNY adalah system otorisasi dan prosedur pencatatan yang tidak hanya melibatkan satu bagian (tidak ada transaksi yang dilaksanakan oleh satu departemen atau bagian),  praktik sehat (bukti transaksi bernomor urut tercetak, pemeriksanaan mendadak, cash and stock opname, dan lain-lain), serta karyawan yang kompeten.

f. Pihak pengelola D III Wates sebaiknya mencoba mengkaji kemungkinan penerapan pola alokasi anggaran dari para pengelola pusat UNY ke fakultas menjadi pola pengelola D III Wates ke setiap prodi.  Adapun pola pengelolaan itu adalah dana DIKS yang masuk  ke UNY akan dialokasikan ke Pusat 15% untuk pengelolaan bersama universitas dan ke Fakultas 85 %.

g. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilaksanakan dengan mengambil subjek penelitian yang lebih representatif dan waktu penelitian yang cukup sehingga validitas dan reliabilitas data penelitian terjamin.
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